
 

PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK DARI 

PERKAWINAN CAMPURAN  

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK 

MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA 

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

 

OLEH: 

MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA 

19103040098 

 

PEMBIMBING: 

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum. 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2023



https://v3.camscanner.com/user/download
kingr
Typewriter
i



 
 

ii 
 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

Hal : Persetejuan Skripsi Saudara Muhammad Ilham Saputra 

Lamp : - 

 

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Di Yogyakarta 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan 

seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: 

Nama : Muhammad Ilham Saputra 

NIM : 19103040098 

Judul :PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM  

KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN 

CAMPURAN 

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana strata satu. 

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera 

dimunaqasyahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, 9 Mei 2022 

Pembibing 

  

 

 

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. 



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-724/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA KETENTUAN HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK DARI
PERKAWINAN CAMPURAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040098
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Valid ID: 64913ba1e6f76

0Ketua Sidang

0Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
0SIGNED

Valid ID: 648ffb35c0fd5

0Penguji I

0Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
0SIGNED

Valid ID: 648c46dacf6a1

0Penguji II

0M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
0SIGNED

Valid ID: 6491754fc47cc

0Yogyakarta, 31 Mei 2023
0UIN Sunan Kalijaga
0Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
0 
0Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
0SIGNED

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1 21/06/2023

http://www.tcpdf.org
kingr
Typewriter
iii



 
 

iv 
 

ABSTRAK 

Status hukum kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran 

telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Anak yang lahir 

sebelum tahun 2006 tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 

tentang Kewarganegaraan dimana anak hanya mempunyai kewarganegaraan 

tunggal yaitu mengikuti kewarganegaran ayah. Setelah 2006 anak lahir dalam 

peralihan mempunyai kewarganegaraan ganda. Namun, bagi mereka yang lahir 

sebelum 2006 ingin memperoleh kewarganegaraan ganda dengan ketentuan 

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru pada Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Namun demikian masih terjadi 

permasalahan terkait dengan status kewarganegaran seperti kasus Gloria 

Natapradja Hamel. Penelitian ingin mengkaji tentang kejelasan terkait status anak 

yang lahir dalm perkawinan campuran dan melihat problematika pemahaman 

terkait dengan ketentuan tersebut yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidak 

adilan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif untuk 

melihat norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang 

relevan. Penelitian ini didasarkan kepada data primer berupa bahan-bahan hukum 

yaitu ketentusn yang relevan dengan masalah yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016. 

Penelitian ini menyimpulkan status kewarganegaraan anak telah diatur 

dengan jelas dan detail mengatur status kewarganegaraan anak. Lalu, terjadi 

perubahan ketentuan dari sebelum tahun 2006 dan setelah 2006 dimana sebelum 

tahun 2006 anak yang lahir dari perkawinan campuran harus mengikuti 

kewarganegaraan sang ayah. Sementara sesudah tahun 2006 lebih menekankan 

kesetaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran untuk memilih 

kewarganegaraan ayah atau ibunya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa 

perubahan 2006 telah memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat memiliki 

kewarganegaraan ganda terbatas dengan mekanisme yang khusus yaitu melaporkan 

kepada Menteri atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia. Namun, kejelasan dan 

ketentuan Pasal 41 tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum 

sehingga menimbulkan masalah di dalam praktek dalam ketentuan Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, dan perkawinan campuran. 
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ABSTRACT 

The legal status of citizenship of children born from mixed marriages has been 

regulated in various laws and regulations. Children born before 2006 are subject to 

the provisions of Law Number 62 of 1958 concerning Citizenship where children 

only have a single nationality, namely following the citizenship of the father. After 

2006 children born in transition have dual citizenship. However, those born before 

2006 wish to obtain dual citizenship under the provisions of the new Citizenship 

Law in Article 41 of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. However, 

there are still problems related to citizenship status, such as the case of Gloria 

Natapradja Hamel. This research wants to examine the clarity regarding the status 

of children born in mixed marriages and look at the problems of understanding 

related to these provisions which cause uncertainty and injustice felt by society. 

This research is a research with a normative approach to see the norms contained 

in the relevant laws and regulations. This research is based on primary data in the 

form of legal materials, namely provisions that are relevant to the problem 

consisting of laws and regulations, namely Law Number 62 of 1958 concerning 

Citizenship, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship and Constitutional 

Court Decision Number 80 /PUU-XIV/2016. 

This study concludes that the child's citizenship status has been regulated clearly 

and in detail regulates the child's citizenship status. Then, there was a change in the 

provisions from before 2006 and after 2006 where before 2006 children born in 

mixed marriages had to follow the nationality of the father. Meanwhile, after 2006, 

more emphasis was placed on equality for children born from mixed marriages to 

choose the nationality of their father or mother. This research also concludes that 

the 2006 changes have provided an opportunity for children to be able to have 

limited dual citizenship with a special mechanism, namely reporting to the Minister 

or Representative of the Republic of Indonesia. However, the clarity and provisions 

of Article 41 are not well understood by the public in general, causing problems in 

practice in the provisions of Article 41 of Law Number 12 of 2006 concerning 

Citizenship. 

Keyword:  Legal protection, child, and intermarriage.  
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MOTTO 

“Hiduplah seperti Larry, walau menyakitkan namun harus tetap dijalani.” 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup bersama 

dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Karena manusia tidak 

dapat hidup sendiri tanpa bantuan antar manusia lainnya untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk jasmani atau yang bersifat rohani. 

Interaksi yang terjalin antar manusia dalam suatu kehidupan masyarakat dapat 

menciptakan berbagai hubungan. Salah satu bentuknya yakni hubungan antara 

seorang pria dengan seorang wanita dalam bentuk ikatan perkawinan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.”1 

Menurut Sajuti Thalib berpendapat bahwa Perkawinan adalah sebagai 

perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan. Bermakna bahwa dalam unsur perjanjian yang 

memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkanya pada 

                                                           
 

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 
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masyarakat ramai. Lalu, yang dimaksud perbuatan suci untuk menunjukkan 

unsur dalam segi keagamaan dari suatu perkawinan.2 

Berdasarkan Pasal 2 Komplisasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan, 

disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”3 

Era globalisasi yang semakin berkembang dan semakin mudahnya akses 

informasi yang keluar dan masuk dalam negara membuat penyebab terjadinya 

hubungan perkawinan yang terjadi tidak hanya antar sesama warga negara 

Indonesia. Namun, dapat juga terajdi antara Warga Negara Indonesia (WNI) 

dan Warga Negara Asing (WNA) terjalin. 4 

Di Indonesia, ada dua bentuk perkawinan campuran yakni, perkawinan 

campuran antara wanita berasal dari Indonesia dan Pria yang berasal dari 

negara asing dan Pria yang berasal dari Indonesia dengan wanita yang berasal 

dari negara asing. Perbedaan status kewarganegaraan yang membedakan antara 

perkawinan campuran dengan perkawinan sesama warga negara Indonesia.5 

Menurut Pasal 57 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang dimaksud dengan “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua 

                                                           
 

2  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. Ke-5, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 
47. 

3  Pasal 2 Komplisasi Hukum Islam 
4  Wahyu Ernangsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-1.  

(Palembang: Rambang, 2006), hlm. 36. 
5  Leonora Bakarbesi dan Sri Handajani,  Perspektif Kewarganegaraan Ganda Anak 

dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional,  Jurnal 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume XVII, No. 1, (2012), hlm. 1. 
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orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena 

perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganergaraan 

Indonesia”. Namun, jika perkawinan yang berlangsung antara dua orang warga 

negara Indonesia yang berbeda agama, tidak termasuk dalam kategori 

perkawinan campuran, melainkan perkawinan beda agama.6 

Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 Pasal 62 menjelaskan bahwa dalam 

perkawinan campuran mengenai kedudukan anak diatur dalam pasal 59 ayat 1 

yang berbunyi “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan 

atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai 

hukum publik, maupun hukum perdata”.7 

Ketika melakukan perkawinan campuran juga akan menimbulkan 

permasalahan bagi para pihak jika telah memiliki anak mengenai status 

kewarganegaraan anak tersebut. Karena kedua orang tuanya memiliki 

kewarganegaraan yang berbeda.8 

Status atau identitas kewarganegaraan merupakan suatu hal yang sangat 

diperlukan. Dengan adanya status itu menunjukkan bahwa memiliki sebuah 

hubungan hukum antara perorangan dengan suatu negara. Dengan adanya 

                                                           
 

6  Irma Devita Purnamasari. Hukum Waris, cet. ke-1, (Bandung: Kaifa,  2012), hlm. 156. 
7 Margono dan Nuswardhani. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan 

Campuran”. Skirpsi Thesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta (2013). hlm. 4. 
8 Putu Gede Bayu Sudarmawan, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan 

Campuran yang Lahir Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, 
Volume 2, No 1, (2020), hlm. 89.  
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status tersebut, seseorang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara 

yang diatur dalam hukum terkait kewarganegaraan. 9 

Status hukum anak ditentukan sebagai bagian dari keluarga, yang tertuang 

dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang pada 

pasal 1 angka 7, berbunyi bahwa “Keluarga adalah orang yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping 

sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau 

orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban”.10     

Anak merupakan subyek hukum yang dianggap belum bisa untuk 

melakukan perbuatan hukum sendiri yang mana harus dibantu oleh orang tua 

atau walinya yang memiliki kecakapan atau kemampuan. 11 Ada beberapa 

pengertian mengenai batas terhadap anak yang dijelaskan dalam beberapa 

peraturan perundang-perundangan di Indonesia yaitu:12 

1. Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 

330 menyebutkan  bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, 

                                                           
 

9 Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran 
Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Lex Privatum, Volume I, No 1 (Januari-Maret 2013), 
hlm. 23. 

10 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 angka 7) 

11 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. ke-3, (Jakarta Selatan: 
Indonesia Legal Center Publishing,  2011), hlm. 1. 

12 Amran Suadi, Aspek Perlindungan Hukum Anak Indonesia, (Jakarta Timur: 
Prenadamedia Group, 2018), hlm. 46. 
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yaitu mereka yang belum mencapai umur umur genap 21 tahun dan 

belum menikah 

2. Dijelaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah 

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

tidak atur secara jelas batas usia anak, namun sama dengan beberapa 

peraturan lainnya yang tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan 

bahwa ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai 

umur 21 tahun mendapatkan izin kedua orang tua 

Masalah yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan campuran ini yang 

terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu tentang bagaimana 

perlindungan hukum apabila dalam hubungan perkawinan yang terjadi dalam 

negara Indonesia terkait tentang pembagian harta, hak asuh anak, status 

kewarganegaraan dan lain-lainnya. 13 

Maka dari itu diperlukan usaha dalam memberikan perlindungan terhadap 

anak yang dimaksud sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, baik secara fisik 

maupun menta secara utuh.14 

                                                           
 

13  Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar 
Kawin”, Jurnal Fenomena, Volume VI No 2, (2014), hlm. 188. 

14 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2. 
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Tata hukum diberi batasan mengenai tatanan hukum yang berlaku saat ini 

di Indonesia. Tata hukum bertugas menata, menyusun, mengatur tertib 

kehidupan masyarakat tertentu jika dibuat, ditetapkan dan berlaku atas daya 

penguasa masyarakat itu.15 Seperti peraturan yang berkaitan dengan 

kewarganegaraan untuk mengatur kehidupan masyarakat perkawinan 

campuran. 

 Perlindungan terhadap anak mengenai kepastian hukum dan hak yang di 

dapat oleh anak telah diusahakan terwujud pada tanggal 11 Juli 2006 dimana 

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan 

yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminasi. 

 Menurut peraturan yang ada di atas, Indonesia tidak mengakui adanya 

kewarganegaraan ganda (bipatride), dan tanpa kewarganegaraan (apatride). 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak hanya 

sebatas tentang regulasi, tetapi juga suatu bentuk kekuatan yang mengikat 

dalam bentuk status hukum, yang dapat memberikan hak dan perlindungan 

                                                           
 

15Udiyo Basuki, “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam 
Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis”. Supremasi Hukum: Jurnal 
Kajian Ilmu Hukum, Vol. II No,, 2022, hlm.187. https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747. 

https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2747
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kepada setiap warga negara sesuai dengan berbagai peraturan perundang-

undangan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia secara garis besar menjelaskan bahwa seorang anak dapat 

memiliki dua kewarganegaraan. Tentu  saja dengan adanya hal ini membawa 

pencerahan baru dalam mengatasi masalah yang terjadi karena akibat dari 

perkawinan campuran. Dalam peraturan baru tersebut juga memberikan 

kedudukan yang sama kepada si ayah maupun si ibu dalam menentukan 

kewarganegaran anak. Prinsip kesetaraan antara ayah  maupun  ibu dalam 

menentukan kewarganegaraan anak terlihat di dalam prinsip yang berlaku 

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia yang menentukan “Perkawinan tidak merubah status 

kewarganegaraan asal masing-masing”. Prinsip ini memberikan dampak 

bahwa anak yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ayah ataupun 

kewarganegaraan ibunya, yang mana anak tersebut mempunyai 

kewarganegaraan ganda. 

Tetapi, terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan malah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan 

terhadap anak secara utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

memberikan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak 

didasarkan  atas asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak 

untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan 

terhadap anak.  
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Contoh perkaranya yaitu seorang anak hasil dari perkawinan campuran 

yang bernama Gloria Natapradja Hamel yang digugurkan dari Pasukan 

Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Diketahuin bahwa mempunyai paspor 

negara Prancis dengan nomor 12AA66042 yang mulai beralaku sejak  20 

Febuari 2014-19 Febuari 2018. Gloria memiliki paspor negara Perancis karena 

orang tua Gloria melakukan pernikahan campuran. Ibu Gloria berstatus Warga 

Negara Indoenesia (WNI) dan ayah Gloria berstatus Warga Negara Asing 

(Prancis). Lalu, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

mengeluarkan surat AHU.4.AH.10.01-123 tertanggal 15 Agustus 2016 yang 

ditandatangi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Tata 

Negara Tehna Bana Sitepu. Akibat dari diterbikannya surat itu adalah Gloria 

tidak diperbolehkan terlibat Paskibraka yang mengibarkan bendera merah-

putih di Istana Merdeka.16 

Melihat dari permasalahan yang dialami oleh Gloria Natapradja, ini terjadi 

karena kurangnya kesadaran hukum oleh orang tua dari Glroia Natapradja 

Hamel untuk mendaftarkannya memperoleh kewargaengaraan ganda dan 

kurangnya penyuluhan terkait masa pendaftaran untuk anak hasil perkawinan 

campuran yang hanya diberi waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan Pasal  41 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Negara 

mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak 

                                                           
 

16  Glery Lazuardi, “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Vol. 2, No 1, 
(2020), hlm. 44. 
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hasil dari perkawinan campuran untuk menjamin serta menghormati hak asasi 

manusia terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, serta golongan.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah peraturan perundangan-undangan ketentuan hukum negara telah 

memberikan kejalasan terkait dengan status kewarganegaraan anak? 

2. Mengapa terjadi permasalahan hukum terkait status hukum anak yang 

lahir dalam perkawinan campuran kaitannya dengan perubahan 

ketentuan sebelum dan sesudah 2006? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian: 

a. Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak yang berasal dari 

perkawinan campuran. 

b. Untuk mengetahui tentang penyebab ketidaktahuan hukum terkait 

dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan 

Kegunaan Penelitian;  

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang  

perlindungan hukun terhadap anak yang memiliki 

kewarganegaraan ganda terbatas. 

b. Sebagai wadah informasi untuk masyarakat tentang status anak dan 

hak mengenai keperdataan anak yang timbul dari perkawinan 

campuran. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pertimbangan 

atau usulan bagi lembaga kepemerintahan dalam melakukan 

penyempurnaan terkait Undang-Undang Perkawinan khusus dalam 

persoalan perkawinan Campuran. 

D. Telaah Pustaka 

Adapun penelitian-penelitian yang menjadi bahan rujukan dan inspirasi 

penulis dalam merumuskan permasalahan dalam penelitian ini penulis hendak 

memamaparkan dalam telaah pustaka. Tujuan dari menelaah pustaka adalah 

untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta 

konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah 

terjadinya pengulangan penelitian dalam permasalahan yang sama. 

Beberapa karya ilmiah yang relevan dengan topik yang akan dikaji ini 

mencakup karya ilmiah Rahmad Prima Putra, Nur Rachman Hermawan, dan 

Vina Raudhatul Arfan. Masih banyak kajian yang searah dengan yang ditulis 

peneliti termasuk kajian Anik Khoirun Nisa’ dan beberapa yang lain. 

Dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan 

Hak Atas  Status Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia”. Karya 

dari Rahmad Prima Putra (2022). Rahmad dari Fakultas Hukum Universitas 

Andalas. Penelitian ini membahas tentang perlindungan anak menjadi 

kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, diantaranya adalah negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.  Konstitusi dan Undang-

Undang memberikan tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada 

negara dan pemerintahnya. Negara juga mempunyai kewajiban serta tanggung 
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jawab untuk menghornati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 

membedakan suku,agama, ras serta golongan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan skripsi ini dengan penulis 

yaitu terkait dengan usaha pemerintah dalam mengatasi anak hasil perkawinan 

campuran. Metode Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data skunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan 

hukum skunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Perlindungan untuk 

seorang anak merupakan hal yang sangat penting dikarenakan anak dianggap 

sebagai sebagai subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan setiap 

peristiwa hukum yang menyebabkan anak harus bergantung terhadap orang 

yang lebih dewasa. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menegakkan hak-

hak anak, melainkan juga harus menanamkan investasi untuk kehidupan 

mereka di masa yang akan datang.17 

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil 

Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan”. Karya dari Nur Rachman Hermawan (2014) Fakultas 

                                                           
 

17 Rahmad Prima Putra, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Status Anak 
Yang Berkewarganegaraan Ganda Di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Andalas(2022), hlm. 
7. 
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Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Penelitian ini 

membahas terkait dengan  bagi orang-orang yang memiliki kaidah hukum yang 

berbeda lalu melakukan perkawinan, dari perkawinan tersebut menjadi sebuah 

perkawinan campuran. Dari adanya perkawinan campuran tersebut 

memunculkan kendala mengenai perlindungan hukum mengenai  pembagian 

harta, hak asuh anak, status anak dan lain-lainnya jika perkawinan terjadi dalam 

wilayah Indonesia.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan 

hukum anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan untuk mengetahui 

bentuk upaya hukum agar mendapatkan hak asuh anak dalam hasil perkawinan 

campuran. Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu terkait dengan status 

kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil dari perkawinan campuran. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yang bersifat 

normatif atau yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan data skunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan 

hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini negara 

Indonesia yang berlandas pada falsafah Pancasila melalui pemerintahannya 

dianggap mampu memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada 

orang yang akan melaksanakan perkawinan beda negara.18 

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tidak 

Terpenuhnya Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran 

                                                           
 

18 Nur Rachman Hermawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan 
Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Fakultas Hukum, 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, (2014), hlm. 14. 
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Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Karya dari Vina Raudhatul 

Arfan (2022) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penelitian ini 

membahas tentang perceraian antara orang tua yang melakukan perkawinan 

campuran yang menyebabkan hak anak sulit untuk dipenuhi karena kedua 

orang tua memiliki dua kaidah hukum yang berbeda dan harus ditaati. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengenai perlindungan hukum terhadap anak 

akibat dari perceraian perkawinan campuran yang ditinjau dalam perspektif  

Hak Asasi Manusia serta menganalisa akibat hukum terhadap kedua orang tua 

yang tidak dapat memenuhi hak atas yang disebabkan dari perkawinan 

campuran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penilitian ini adalah 

yuridisi normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

skunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan 

hukum tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun orang 

tua mengalami perceraian, anak masih berhak mendapatkan haknya yaitu 

seperti diasuh oleh kedua orang tuanya. Mesikupun membahas tekait dengan 

perlindungan anak perbedaan terkait skirpsi karya Vina Raudhatul Arvan 

dengan penulis yaitu dampak yang diterima anak hasil dari perkawinan 

campuran.  Hak anak merupakan bentuk wujud dari hak asasi manusia yang 

ada dan melekat dalam diri manusia sejak anak tersebut masih di dalam 

kandungan dan hak tersebut harus dipenuhi dan dijamin oleh keluarga, 

masyarakat, dan negara yang sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
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tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kedua orang tua diharapkan tetap 

mampu memenuhi hak dan kewajibannya terhadap anak.19 

Selain skripsi, penulis juga menggunakan beberapa jurnal yang kajiannya 

berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis susun, diantaranya jurnal 

yang berjudul “ Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam 

Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran; Studi Perkara di Wilayah Kerja 

Kantor Imigrasi Kelas II Madiun” karya Anik Khoirun Nisa’. Artikel ini untuk 

mengetahui permasalahan antara warga negara Indonesia dan warga negara 

Asing yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II 

Madiun yang melakukan perkawinan campuran. Perbedaan artikel ini dengan 

penulis kaji yaitu berkaitan dengan pembatasan masa pendaftaran bagi anak 

lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan.20 

E. Kerangka Teori 

1. Pelayanan Publik 

Dalam konteks  negara modern, pelayanan publik telah menjadi 

lembaga dan profesi yang semakin penting sebagai sebuah lembaga 

untuk menjamin keberlangsungan administrasi negara yang 

                                                           
 

19  Vina Raudhatul Arfan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tidak Terpenuhinya Hak 
Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, 
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan Bandung, (2022), hlm. 8. 

20  Anik Khoirun Nisa’, “Peran Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan 
Akibat Perkawinan Campuran; Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 3, (2019),  hlm. 7. 
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melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan 

sumber daya yang berasa dari dan untuk kepentingan publik. 

Dalam pelaksanaanya, kebijakan publik ini harus diturunkan 

dalam serangkaian petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang 

berlaku internal dan birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang 

penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang 

menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, 

siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya.  Untuk dapat 

menciptkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut 

efektif, maka diperlukan setidaknya tiga hal, yakni: 

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-

undangan sehingga dapat diketahui publik, apa yang 

telah diputuskan. 

2. Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksanaan dan 

pembiayaannya, dan 

3. Adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang 

memungkinkan publik mengetahui kebijakan ini dalam 

pelaksanannya mengalami penyimpangan atau tidak. 

Dalam masyarakat otoriter kebijakan dan pelayanan publik 

seringkali hanya berdasarkan keinginan penguasa semata. Sehingga 

penjbaran tiga hal di atas tidak berjalan. Kemampuan para pemimpin 

politik berkomunikasi dengan masyarakat sangat penting. Begitu 
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juga dengan kemampuan pemimpin untuk menjelaskan pada 

masyarakat kenapa suatu keinginan tidak terpenuhi. 

2. Kewarganegaraan 

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling serimh 

dam kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu 

dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan 

kewajiban individu itu pada hukumk internasional.  

Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena 

merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga 

neagranya. Adanya status kewarganegaraan ini memberikan 

kedudukan khusus bagi seorang warga neagra terhadap negaranya. 

Adanya status kewarganeagaran ini akan memberikan kedudukan 

khusus bagi seorang warga negara terhadap negaranya dimana 

mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan 

negaranya. 

a. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara 

mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai 

warga negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin 

pendidikan dan perlindungan hak-hak lainnya. 

F. Metode Penelitian 

     Metode penelitian  merupakan langkah atau prosedur yang digunakan  

dalam sebuah penelitiaan agat dapat mengetahaui hal yang akan diteliti 

dengan cara-cara yang sistematis seperti menganalisa fakta-fakta yang ada 
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lalu berdasarkan fakta tesebut dilakukan suatu upaya untuk memecahkan 

masalah yang ditimbulkan dari fakta tersebut. Metode-metode yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Jenis Penelitian  

     Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

pustaka (library research), yaitu melakukan pengajian norma  dan 

doktrin-doktrin serta teori yang terkait dengan penelitian ini. 

Dokumen atau literatur tersebut adalah undang-undang dan jurnal 

yang terkait dengan penelitian ini. 21 Sumber data yang digunakan 

adalah sumber data yang bersifat umum. 

2. Sifat Penelitian 

     Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis 

merupakan cara yang digunakan dalam penelitian dengan 

memberikan gambaran terkait dengan peraturan perundang-

undangan, teori-teori hukum yang berlaku dan praktek terhadap 

pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas.22 Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah 

terkait dengan hak anak hasil dari perkawinan campuran 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan. 

                                                           
 

21 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107. 
22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), hlm. 97. 
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3. Pendekatan Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis 

normatif. Artinya penulis akan melakukan penelitian hukum dengan 

meneliti dan menganalisa bahan pustaka atau data skunder yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Penulis 

melakukan penelitian dengan memfokuskan pada beberapa hal 

diantarannya norma-norma, asas-asas hukum, kaidah hukum, dan 

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.23 Dalam  hal 

ini penulis akan meneliti terkait dengan status anak hasil dari 

perkawinan campuran. 

4. Sumber Data 

     Pada tahap penelitian ini menulis akan mengidentifikasi dan 

mengumpulkan fakta yang memiliki hubungan dengan 

permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya peniliti akan menarik 

kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. 

     Berdasarkan  bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh penulis, 

penulis menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum pada 

permasalahan yang sedang diteliti. Dengan rincian sebagai berikut: 

A. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama atau 

dasar yang akan digunakan oleh penulis. Bahan hukum 

                                                           
 

23 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 11. 
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primer tersebut terdiri atas  beberapa peraturan perundang-

undangan, diantaranya: 

a) Putusan Mahkamah Komstitusi Republik 

Indonesia Nomor 80/PUU-XIV/2016 tentang 

Pengujian (Jucial Review) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

b) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia 

d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan 

e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan 

f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

B. Data Skunder 

     Data skunder adalah bahan hukum yang berisikan 

mengenai penjelasan dan pendukung atas data primer. 

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa data 

skunder merupakan data yang antara lain mencakup 
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dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-

hasil penelitian yang bersifat laporan.24  

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 

library reseacrh yaitu mengkaji dan mempelajari bahan-bahan 

hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-

buku, dokumen resmi, yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan analisis data menggunkan analisis 

kualitatif. Analisiss kualitatif adalah sebuah kegiatan melakukan 

penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap data lapangan 

dengan bantuan literatur mapun bahan terkait dalam penelitian.25 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini 

menjadi lebih terarah sehingga dapat menjadi tujuan penelitian dapat 

dicapai dan dapat dijabarkan dengan jelas. Untuk mempermudah dalam 

membahas, penulis membagi menjadi 5 bab. Sebagai berikut: 

BAB Pertama, memuat mengenai latar  belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, serta sistematika penelitian. 

                                                           
 

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12. 
25  Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 

hlm. 72. 
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BAB II, berisi tinjauan mengenai gambaran umum tentang 

Perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan dan perkawinan 

campuran, Anak yang berkaitan dengan penegertian anak, dan batas 

usia anak., dan Kewarganegaraan.yang diakibatkan oleh oleh orang 

tua pelaku perkawinan campuran dan perlindungan hukum untuk anak 

hasil dari perkawinan campuran. 

BAB III, berisi mengenai gambaran umum perkara NOMOR 80/PUU-

XIV/2016 terkait dengan apa saja yang menjadi permasalahan bagi 

pemohon dan apa saja yang menjadi tuntutan kepada Mahkamah 

Konstitusi. 

BAB IV, dampak yang diterima oleh anak hasil dari perkawinan 

campuran dan perlindungan hukum yang diterima oleh anak hasil dari 

perkawinan campuran. 

BAB V, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diperoleh 

dari hasil penelitian disertai dengan saran-saran. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan terkait dengan status 

kewarganegaraan anak dan problematikan kewarganegaraan anak: 

1. Status hukum kewarganegaraan anak telah diatur secara detail dan 

telah mengakomodir  keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Dalam 

Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama terjadi diskriminasi 

terhadap orang tua bahwa ayah mendapatkan prioritas untuk 

dijadikan sebagai landasan untuk anak mendapatkan 

kewarganegaraan namun pada tahun 2006 telah terjadi perubahan 

yang mana kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk 

menentukan kewarganegaraan sang anak hingga anak tersebut 

berusia 18 tahun atau sudah kawin. Bagi anak yang telah berusia 18 

tahun atau sudah kawin harus segera memilih salah satu 

kewarganegaraan dari orang tuanya. 

2. Pemerintah telah memberikan celah bagi anak yang lahir sebelum 

2006 untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas dengan 

mekanisme khusus yaitu mendaftarkan diri melalui orang tua atau 

walinya kepada Menteri atau pejabat Perwakilan Republik Indonesia 

yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 
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tentang Kewarganegaraan. Ini membuktikan bahwa negara telah 

memberikan ketentuan yang adil serta adanya kepastian hukum. 

3. Namun Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan secara spesifik tidak dipahami secara baik oleh 

masyarakat karena beberapa faktor seperti sosialisasi dan kurangnya 

peduli masyakarat terkait dengan administarasi hukum negara. 

B. Saran 

Pemerintah harus mengambil sikap mengenai nasib anak yang merasa 

dirugikan oleh adanya masa pendaftaran yang hanya 4 tahun yang tidak 

didaftarkan oleh orang tuanya atau walinya yang disebabkan ketidaktahuan 

atau kelalaian. 

Hal ini terjadi bukan sepenuhnya keinginan dari sang anak melainkan 

kesalahan orang tua dan juga pemahaman yang beragam yang 

mengakibatkan kerugian pada hak anak sehingga sang anak tidak 

mendapatkan haknya secara penuh. 
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